GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR {2 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ACEH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (8),
Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (8), dan ayat (12), Pasal 11 ayat (10),
Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (9), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat
(4), Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak
Aceh perlu mengatur petunjuk pelaksanaan penagihan pajak Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penagihan Pajak Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43595);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

S. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan ..... /2
*YD.DAIA WAHED/2018/PERATURAN/MARET
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (L2embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59350);

11.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran
Aceh Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran
Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
95);

13.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh
(Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh
Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENAGIHAN PAJAK ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah
Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang
terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA

adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan
Pajak Aceh.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah unit kerja dibawah organisasi perangkat daerah yang
melakukan pemungutan Pajak Aceh.

Kepala UPTD adalah Kepala unit kerja dibawah organisasi perangkat
daerah yang melakukan pemungutan Pajak Aceh.

Pajak Aceh yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Penanggung ..../3
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Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah
yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut
ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat
Paksa, dan Penyitaan.

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang
mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika
dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita.

Surat Penentuan Harga Limit adalah taksiran harga barang sitaan
yang dikeluarkan Kepala Dinas.

Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk memperingatkan kepada Wajib
Pajak agar melunasi utang pajaknya.

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak
yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi
seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun
pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan
Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan
penagihan pajak.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang
pajak menurut Peraturan Perundang-undangan.

Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan
jaminan utang pajak.

Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara
penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha
pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Gugatan atau Sanggahan adalah wupaya hukum terhadap
pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana
diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan daerah.

26. Kustodian ..../4
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Kustodian adalah suatu lembaga yang bertanggungjawab untuk
mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan atau
perorangan seperti saham dan obligasi dan bertindak sebagai tempat
penitipan kolektif serta melaksanakan tugas administrasi seperti
menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan
informasi mengenai rapat umum pemegang saham tahunan,
melaksanakan transaksi dalam valuta asing, apabila diperlukan serta
menyajikan laporan atas seluruh aktivitas kepada klien.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda

Surat Peringatan Pertama yang selanjutnya disebut SP-1 adalah
surat peringatan untuk melakukan tagihan pajak setelah dilakukan
pengiriman surat Tagihan Pajak Daerah.

Surat Peringatan Kedua yang selanjutnya disebut SP-2 adalah surat
peringatan untuk melakukan tagihan pajak setelah dilakukan
pengiriman Surat Peringatan Pertama.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang
diberikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus
dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.

Keringanan Pajak adalah pengurangan pajak yang diberikan sebelum
di tetapkannya hutang pajak.

Pembebasan Pajak adalah tindakan membebaskan wajib Pajak dari
kewajiban membayarkan pajak yang dituangkan dalam Keputusan
Gubernur atau Kepala Badan Pendapatan.

Keputusan berbentuk elektronis adalah keputusan yang dibuat atau
disampaikan daengan menggunakan atau memanfaatkan media
elektronik.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan professional berdasarkan sandar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang
selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang
wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai dana untuk
pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertuyjuan untuk mengoptimalkan
Pendapatan Asli Aceh dan untuk mencapai rasa keadilan.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari :
a. pajak kendaraan bermotor;
b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
c. pajak air permukaan.

BAB II
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 4

Kepala SKPA menugaskan Kepala UPTD untuk melaksanakan
Penagihan Pajak Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



Pasal 5

Untuk menunjang kelancaran Penagihan Pajak Aceh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Kepala UPTD agar :

a.

b.

mendata subjek dan objek pajak yang tidak melakukan
pembayaran Pajak Aceh;

menghitung dan menetapkan besaran Pajak Aceh serta
menerbitkan SKPD untuk pajak terutang yang dihitung secara
jabatan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk obyek
pajak yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal
berakhirnya masa pajak (H+15);

menerbitkan STPD, apabila Pajak yang terhutang belum dibayar
sampai dengan 30 hari setelah SKPD diterima oleh Wajib Pajak;

menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP-1), apabila pajak yang
terhutang tidak dibayar sampai 14 hari setelah berakhirnya
STPD;

menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) setelah 21 hari
berakhirnya masa surat Peringatan Pertama (SP-1) dan
menyerahkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) kepada Wajib Pajak
yang belum melunasi berpotensi tertagih;

7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Peringatan Kedua dan
Sebelum menerbitkan Surat Paksa, kepala UPTD berkewajiban
melakukan koordinasi dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/
Kota/Kecamatan/Gampong setempat untuk melakukan penagihan
pajak yang terutang kepada wajib pajak di wilayah domisili,
melalui pertemuan Gampong yang dihadiri para Wajib Pajak;

Kepala UPTD selain melakukan koordinasi sebagaimana
dimaksud pada huruf f, dapat melakukan tindakan agar wajib

pajak melunasi Piutang Pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

14 (empat belas) hari setelah upaya dimaksud diatas, Wajib Pajak
belum melunasi kewajibannya, Kepala UPTD dapat menerbitkan
Surat Paksa;

melaporkan hasil pelaksanaan Penagihan Piutang Pajak kepada
Kepala SKPA.

BAB III
JURUSITA PAJAK
Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa,

Kepala SKPA berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita
Pajak.

Pasal 7

Syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

a.

®opno g

berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau
sederajat;

berpangkat paling rendah Pengatur Muda (golongan 11/ a);
berbadan sehat;

lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; dan

jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.

Pasal 8

(1) Jurusita Pajak berakhir, karena;

a.

b.

berhenti, atau
diberhentikan.

(2) Jurusita ...../6
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(2) Jurusita Pajak berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, karena;

a. pensiun; atau
b. meningggal dunia.

(3) Jurusita Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, karena;

alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;

lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
melakukan perbuatan tercela;

melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; dan/atau
sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 9
(1) Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas :
a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
b. memberitahukan surat paksa,

c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(2) Wilayah kerja Jurusita Pajak meliputi seluruh Wilayah Aceh.

°opoop

Bagian Kesatu
Penagihan Seketika dan Sekaligus
Pasal 10
(1) Kepala UPTD menerbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila;
a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu;

b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki
atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan
badan wusahanya atau menggabungkan usahanya atau
memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan
yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan
bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara dan/atau daerah,
dan;

e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan;

a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
b. diterbitkan tanpa didahului surat peringatan;

c. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum pada
surat peringatan pertama atau kedua, dan
d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

(3) Berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jurusita Pajak melakukan
penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Bagian Kedua
Surat Paksa
Pasal 11

(1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h,
diterbitkan dalam upaya penagihan pelunasan pajak, apabila :

a. Wa_]lb Pa_]ak tidak melunasi utang pa_]ak dan kepadanya telah

diterbitkan surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya;
dan

b. Terhadap ..... /7
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b. Terhadap Wajib Pajak telah dilakukan pendekatan dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Gampong.

(2) Pengenaan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPA.

Pasal 12

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan
dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara paling kurang memuat hari dan
tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama
yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau
penggantian kepada kepala SKPA/UPTD terhadap Surat Peringatan
dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan dan kekeliruan.

(2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPA/UPTD harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala SKPA/UPTD tidak memberikan keputusan, maka
permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan pajak
ditunda untuk sementara waktu.

(4) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah
kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala SKPA/UPTD.

Bagian Ketiga
Penyitaan
Pasal 14

(1) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam,
sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib
Pajak/Penanggung Pajak, Kepala SKPA/UPTD menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

(2) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan
terhadap barang milik penanggung pajak.

Pasal 15

(1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh

paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia,
dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.

(2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus :
a. memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal;
b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Pasal 16

(1) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita
Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak,
Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

(2) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada :
a. Penanggung Pajak;
b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya
terdaftar;
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c. Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanahan Aceh, untuk
tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar; dan/atau

d. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengadilan Negeri setempat
untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar.

(3) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak untuk
menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak
harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara
Pelaksanaan Sita dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut
ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita
Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai
kekuatan mengikat.

(4) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak
tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari aparatur daerah setempat, paling kurang
setinglfat Keucik atau nama lain dan/atau Sekretaris Gampong atau
nama lain.

(5) Dalam hal melaksanakan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung
Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita
Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut
tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Pasal 17
(1) Barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dapat disita
yaitu barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat
kedudukan atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya
berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai
pelunasan utang tertentu berupa :

a. barang bergerak termasuk mobil, sepeda motor, perhiasan,
alat-alat elektronik, uang tunai, deposito berjangka, tabungan
di Bank, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang
dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan

b. barang tidak bergerak termasuk tanah dan/atau bangunan.
(2) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak

kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung
terhadap barang tidak bergerak.

(8) Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita
ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah
utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan atau

pencairannya.
Pasal 18
(1) Atas barang yang disita dapat ditempel segel sita dan/atau diberi
segel sita.

(2) Penempelan dan/atau pemberian segel sita dilaksanakan dengan
memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.

(3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat :
a. kata “DISITA”;
b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;

c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan halk,
meminjamkan, merusak barang yang disita.

Pasal 19

(1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya
dilaksanakan sebagai berikut:

a. memuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang
disita dalam suatu daftar yang merupakan Lampiran Berita
Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

(2) Penyitaan .../9
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(2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing
dilaksanakan sebagai berikut :

a.

menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan
membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan
Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

menyimpanan uang tunai yang telah disita dalam tempat
penyimpanan yang selanjutnya diberi tanda segel sita dan
kemudian menitipkannya pada wajib pajak atau penanggung
pajak atau menitipkannya pada bank.

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
yang disimpan di bank berupa deposito, tabungan dan bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu, dilaksanakan sebagai berikut :

a.

Kepala SKPA mengajukan permintaan pemblokiran kepada Bank
disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan,;

Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan
pemblokiran dari Kepala SKPA dan membuat Berita Acara
Pemblokiran seta menyampaikan salinannya kepada Kepala
SKPA dan penanggung pajak;

Jurusita Pajak setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dari
bank memerintahkan wajib pajak atau penanggung pajak untuk
memberi kuasa kepada Bank agar memberitahukan saldo
kekayaannya yang tersimpan pada Bank tersebut kepada
Jurusita Pajak;

Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak
memberikan kuasa kepada Bank sebagaimana dimaksud pada
huruf c, Kepala SKPA meminta kepada Bank Indonesia, melalui
Gubernur agar memerintahkan Bank untuk memberitahukan
saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank
yang dimaksud,;

setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada Bank diketahui,
Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita
Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita
Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan Bank
yang bersangkutan;

Kepala SKPA mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran
kepada Bank setelah wajib pajak atau Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan

Kepala SKPA mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran
terhadap kekayaan wajib pajak atau Penanggung Pajak setelah
dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan
biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak atau
Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.

(4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan
sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai
berikut :

a.

%D.DAIA WAHED/2018/PERATURAN/MARET

pemblokiran rekening efek pada kustodian dilakukan
berdasarkan permintaan tertulis dari Gubernur atau pejabat
yang ditunjuk kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau Nomor
Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dengan
atasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan,;

berdasarkan permintaan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal dapat menyampaikan perintah tertulis kepada
Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening
Efek Penanggung Jawab;

berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kustodian
melakukan pemblokiran;
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d. dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan
permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian,
maka permintaan tertulis dari Gubernur harus memuat nama
pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;

e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan
keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat
Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian
Keterangan;

f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian
Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Pemegang Rekening sebagai
Penanggung Pajak, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan,;

g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas efek atau dana
dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima
Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian
Keterangan;

h. Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat
Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh
Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi;

i. dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara
Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-
saksi;

j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung
Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Kustodian;

k. Gubernur mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran
terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian,
setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak;

l. pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan pencabutan
pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak setelah
dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan
Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak
sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan

m. efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di
bursa melalui perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas
permintaan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan

sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan
sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis,
jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat
berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan
lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita,;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas
nama dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala
SKPA.

(6) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan
jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan
Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih
Piutang dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala
SKPA dan salinannya disampaikan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar
utang.

(7) Penyitaan ..... /11
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(7) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang
tidak ada surat sahamnya, dilaksanakan sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah
penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar
yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal
pada perusahaan lain dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
kepada Kepala SKPA dan salinannya disampaikan kepada
perusahaan tempat penyertaan modal.

(8) Tata cara pemblokiran yang terkait dengan penyitaan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi biaya
penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan
pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan
lain dengan Keputusan Gubernur maka dilakukan pencabutan sita
berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala
SKPA.

(2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :

a. deposito berjangka, tabungan di Bank, atau yang dipersamakan
dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita
kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan tembusannya
disampaikan kepada Bank;

b. surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya yang
diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan
menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak
terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita
Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang;

c. piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan
Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan
kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai
pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih
Piutang;

d. Penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan
menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak
terkait serta membuat Akte Pembatalan Pengalihan Hak.

BAB IV
PELELANGAN
Pasal 21

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
tanggal pelaksanaan penyitaan, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala
SKPA melakukan pengumuman lelang.

(2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak
bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya

penagihan pajak, Kepala SKPA melakukan penjualan barang sitaan
melalui kantor lelang negara.

Pasal 22

Penjualan atas barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara
lelang ditkuti dengan Fembuatan Berita Acara Pengalihan Hak dari
1

Eglp a SKPA ke pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan Risalah
ang.
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Pasal 23

(1) Untuk penentuan harga jual barang sitaan, Kepala SKPA dapat
meminta bantuan kepada Jasa Penilai;

(2) Berdasarkan rekomendasi Jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan/atau perkiraan sendiri, Kepala SKPA menerbitkan
Surat Penetapan Harga Limit.

BAB V
BIAYA PENAGIHAN
Pasal 24

(1) Penagihan pelaksanaan Surat Paksa dikenakan biaya sebesar 1% (satu
persen) dari nilai utang pajak dan dibebankan kepada Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak.

(2) Pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dikenakan biaya
sebesar 2% (dua persen) dari nilai utang pajak dan dibebankan
kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal barang yang telah disita dijual, maka besaran tambahan
biaya penagihan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak terdiri dari :

a. secara lelang, 1% (satu persen) dari pokok lelang per penjualan;
b. tidak secara lelang, 1% (satu persen) dari hasil penjualan.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud Eada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

merupakan Pendapatan Asli Aceh.

Pasal 25

(1) Biaya jasa Penagihan Pajak diberikan kepada petugas yang menagih
piutang Pajak Aceh untuk setiap lembar dokumen penagihan.

(2) Besaran biaya jasa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melekat pada tercapainya kinerja penanganan piutang Pajak Aceh
melalui kegiatan door to door.

(3) Pembayaran Pajak Aceh terhutang sebagaimana tercantum dalam
SKPD/STPD/SP-1/SP-2, dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan
disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kantor
UPTD atau tempat lain yang ditunjuk.

BAB VI
GUGATAN
Pasal 26

Gugatan jika Penanggung Pajak atau Wajib Pajak terhadap penagihan
pajak diajukan kepada pengadilan pajak dikabulkan penanggung pajak
dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Kepala
SKPA paling tinggi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Segala biaya dalam proses Pelaksanaan Penagihan Pajak Aceh
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
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Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang
teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPA.

Pasal 29
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Ba.3—da Aceh
pada tanggal, % Maret 2018
1439

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, Hp Margt 2018

9 Rapb 1439

EKRETARIS DAERAH ACEH?

=2\

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR &+
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\X PAJAK ACEH, ~wesscsssssses

I. PENGERTIAN

Pajak Aceh vang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
daerah vang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disin%kat PKB adalah pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang

dapat dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah meliputi

pembavar pajak, gemotong p:fk, dan pemungut pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan perpajakan daerah.

Pajak vang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam

masa ':a»r.f\ dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan

keterituan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

pengnimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang

terutang sampai Keglatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang selanju_tnga disebut Piutang PKB

adalah pajak kendaraan bermotor terutang yang timbul sejak diterbitkannya

Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Penanganan piutang PKB adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi

utang PKB dengan menagih, menegur atau memperingatkan, melaksanakan

upava aktif dengan menyampaikan SKPD, STPD, SP-1, SP-2, Surat Paksa
dan melakukan pendataan status kepemilikan kendaraan bermotor.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Untuk Pajak Terutang Yang Dihitung Secara
Jabatan yvang selanjutnya disingkat SKPDTJ atau dokumen lain yang
dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang untuk obyek pajak yanaitidak melakukan
pembavaran sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.

10. Pendataan dan penelitian setempat adalah tindakan yang dilaksanakan oleh
petugas untuk menyampaikan SKPDTJ sekaligus untuk memperoleh status
kepemilikan kendaraan bermotor beserta dokumen pendukungnya.

Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya
disingkar SPSOPKB adalah surat vang digunakan untuk pendataan subjek
dan status objek pajak kendaraan bermotor sebelum berlakunya Peraturan

.J‘

(@]

00

=

Gubernur 1ni.

2. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
NPPRB adalah nota pemberitahuan jumlah besaran Pajak Kendaraan
Bermctor. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan
Pendapatan Negara Bukan Pajak.

13. Perugas penagihan adalah unsur Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawali
Negen: Sipil Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, lembaga, masyarakat serta
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang
bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan
Aceh dalam membantu penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor.

13. Dokumen pendukung pendataan dan penelitian setempat dapat berupa :

- Tanda terima SKPD-TJ, STPD, SP1, SP2, dan hasil penelitian setempat
Kepemilikan Status Kendaraan,

14, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wﬁiib Pajak melunasi
utang pajak dengan menagih, menegur atau memperingatkan.

| | |
7N \

14 har 30 hari 21 hari 35 hari

SKPDTJ Surat Paksa

o
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II. PENATAUSAHAAN

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak Aceh dengan proses pendataan dan
penelitian setempat dengan menyampaikan SKPD, STPD, SP-1, SP-2, Surat
Paksa atau dokumen yang dipersamakan, bagi wajib pajak %an belum
melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan berakhirnya
masa bavar, maka dilaksanakan penagihan secara aktif dengan kegiatan
door to door vang dilakukan sesuai prosedur penanganan piutang pajak
dengan memperhatikan masa bayar PKB yang telah ditetapkan.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
berkewajiban melaksanakan pendataan engan SPSOPKB dan
penvampaian NPPKB terhadap subyek/objek pajak yang berdomisili dan
atau berada dalam wilayvah UPTD setempat yang tidak melaksanakan
pendaitaran kendaraan bermotornya,
Hzsil pendataan SPSOPKB dan NPPKB diarsip secara tertib menurut
Nomor Surat, Hari, Tanggal Bulan dan Tahun Pencetakan Surat,;
4. Ternadap Kendaraan bermotor yvang bernomor register dari luar wilayah
Aceh (Non BL) dan beroperasi secara tetap diwilayah Aceh, UPTD
berkewajiban melakukan pendataan, pencatatan dan pemberitahuan
kepada pemilik kendaraan bermotor agar mendaftarkan kendaraannya
ada Kantor Bersama Samsat setempat dengan menerbitkan Surat Bukti
apor;
Pegdataan kendaraan bermotor yang bernomor re%‘i{ster luar wilayah Aceh
(Non BL) adalah Jenis roda 4 (empat) atau lebih kecuali angkutan antar
Provinsi, Roda 2 ( dua) dan Alat berat;
Untuk tertib administrasi kendaraan luar wilayah Aceh (Non BL), surat
bukti lapor diterbitkan di Pokja kendaraan luar wilayah Aceh pada KB.
Samsat dan batas waktu berl adalah 30 hari sejak saat pelaporan dan
c}jlap.at diperpanjang maksimal 2 kali dengan perhitungan 90 hari (3x30
ari;
UPTD dan/atau BPKA berkewajiban menerbitkan Surat Pemberitahuan
Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB) 14 (empat belas) hari
sebelum berakhirnyva masa pajak kendaraan bermotor dalan bentuk surat
dan/atau media elektronik;
Petugas UPTD melakukan update database kendaraan bermotor dari hasil
SPKPKB dengan media elektronik terhadap kendaraan yang dilaporkan
lapor jual, rusak berat, hilang, kriminal, kecelakaan lalu lintas, dan alamat
udak jelas:
A, Seks! Pendataan dan Penetapan melakukan;
Pendataan atas subjek pajak dan objek pajak kepemilikan kendaraan
bermotor sebelum berlaﬁunya Peraturan Gubernur ini, yang berubah
kev_imilikan serta memutakhirkan data base kendaraan bermotor pada
aplikasi;
Pendataan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih tetap
kepemilikannya dilakukan penagihan dan diserahkan datanya kepada
seksi pembayaran dan penagihan;
3. Wa{i\b Pajak berkewajiban melakukan pendaftaran Objek PKB dan BBNKB
%i 'z;x;ltor Bersama Samsat dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
aerah;

4. Serta bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan ke KB Samsat lebih dari
15 hari kalender diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Yang Dihitung
Secara Jabatan;

o

[@V]

(@]

Q\

0 4]

o

5. Bagi wajib pajak yang belum mendaftar ke Kantor Bersama SAMSAT
sebelum masa berlakunya Peraturan Gubernur ini dilakukan pendataan
subjek dan objek pajak dengan menerbitkan SPSOPKB;

©. Hasil pendataaan subjek dan objek pajak diklasifikasikan dengan status

kepemilikan kendaraan bermotor dan ditindaklanjuti dengan pemberian

status pada aplikasi Samsat dengan status Lapor Jual, Rusak, Hilang,

kriminal. LAKA, Alamart Tidak Jelas;

Untuk status masih  dimiliki oleh subjengajak, diterbitkan Nota

Perhitungan Paf'ak Kendaraan Bermotor (NPPKB) dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo;

8. Haslil pendataan NPPKB dengan status kepemilikan kendaraan bermotor
masih dimiliki, setelah 30 hari belum dil kan pembayaran oleh wajib
ajak maka kepala seksi pendataan dan penetapan mengirimkan data
endaraan tersebut kepada Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan pada
UPTD menerbitkan NP%KB untuk dilakukan penagihan terhadap besaran
PKB, SWDKLLJ, PNBP dan/atau retribusi parkir berlangganan;

é D.DATA WAHED/2018/PERATURAN/MARET
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Format Formulir pendataan SPSOPKB dan NPPKB serta NPTKB paling
sedi<ic memuat subjek pajak, objek pajak, dan besaran PKB beserta
dendanya;

. Setiap pendaftaran kendaraan baru, mutasi masuk, pen antian STNK 5

(lima) Tahun, dan pengesahan STNK setiap tahun ajib Pajak mengisi
nomor handphone dan/atau telepon rumah, alamat e-mail atau media
lainnva serta NIK KTP atau identitas domisili wajib pajak;

Dalam proses aﬁendataan Subjek Pajak dan Objek Pajak Aceh dapat
melibatkan pihak aparatur pemerintah daerah dan f atau pthak ketiga.

B. Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD melakukan:

i

N

9]

(o)

8.

Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan pada UPTD selain melakukan
tindak lanjut terhadap NPPKB dari seksi pendataan dan penetapan,
terhadap subjek pajak dan objek pajak yang telah jatuh tempo derilﬁan
status dimiliki juga wajib mel an pencairan melalui proses penagihan
atas objek dan subjek pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.

Proses Penagihan Pajak Aceh dimulai mencetak Surat Tagihan Pajak
Dzeran (STPD) rangkap 2 (dua), 14 (empat belas) hari setelah pajak
terutang vang tercantum dalam SKPDTJ tidak dibayar terhitung mulai
ranggal penetapan/SKPD, kecuali obyek piutang dengan potensi tidak

-

1q

tertagl

Lembar pertama untuk Wajib Pajak.

Lembar kedua untuk Seksi Pembayaran dan Penagihan/ Subbag TU

UPTB.

Mencetak Surat Peringatan-1 (SP-1) rangkap 2 (dua), 30 (tiga puluh ) hari

setelah pajak terutang vang tercantum dalam STPD udak dibayar terhitugﬁ

mulai tanggal terbit STPD, kecuali obyek piutang dengan potensi tid

tertagih.

a. Lembar pertama untuk Wajib Pajak.

b. Leﬁgar kedua untuk Seksi Pembayaran dan Penagihan/ Subbag TU
U ;

y U
J

Q' m

. Mencetak Surat Peringatan-2 (SP-2) rangkap 2 (dua), 21 (dua puluh satu)

hari setelah pajak terutang yang tercantum dalam SP-1 tidak dibayar

terhitung mulai tanggal terbit SP-1, kecuali obyek piutang dengan potensi

tidak tertagih.

a. Lembar pertama untuk Wajib Pajak.

b. Lepr?gar kedua untuk Seksi Pembayaran dan Penagihan/ Subbag TU
U :

. Mencetak tanda terima penyampaian STPDC(SP-I/SP—Z (format.STPD.O1
ara

SP-1.01/SP-2.01) dan pendataan status ken an bermotor kecuali obye
piutang dengan potensi tidak tertagih, rangkap 2 (dua) :

a. Lembar pertama untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b. Lem ;)%Bkc‘dua untuk arsip Seksi Pembayaran dan Penagihan/Subbag
Mencetak daftar penvampaian STPD/SP-1/SP-2 rangkap 2 (dua) :

. Lembar pertama untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.

;L_i*gqggr kedua untuk arsip Seksi Pembayaran dan Penagihan/Subbag

)

. Memilah STPD/SP-1/SP-2 berdasarkan kelompok kecamatan, kelurahan/

desa, atau lorong/dusun ;

. Menyerahkan STPD/SP-1/SP-2 dan STPD.01/SP-1.01/SP-2.01 kepada

petugas penagihan untuk dilakukan klarifikasi dan penelitian setempat.

Dalam proses penagihan pajak dapat melibatkan pihak aparatur
pemerintah daerai dan/atau pihak ketiga. P e

B. Petugas Penagih pajak melakukan :

1.

(9]

ul W

Menerima 2 (dua) lembar STPD/SP-1/SP-2 dari Seksi Pembayaran dan
Penagihan ;

Menerima 2 (dua) lembar tanda terima penyampaian STPD/SP-1/
SP-2 dan pendataan status kendaraan bermotor rangkap dari Seksi
Pembavaran dan Penagihan;

Menerima Daftar penyvampaian STPD/SP-1/SP-2;

Melakuxan rekam data obyek door to door ke aplikasi penanganan piutang;
Menvampaikan lembar pertama STPD/SP-1/SP-2 kepada Wajib Pajak;

2
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11.

(O]

A
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Klarifikasi status kepemilikan kepada Wajib Pajak atas subyek dan obyek
paiak sebagaimana tersebut dalam STPD/SP-1/SP-2;

Meminta Wajib Pajak/Keluarga atau pihak lain yang mengetahui untuk
menandatangani bukti tanda terima terima penyampalan STPD/SP-1/
SP-2 dalam blangko tanda terima STPD.O1 SP-1.01/SP-2.02 dan
pendataan status kendaraan bermotor;

Meminta dokumen pendukung pendataan dan penelitian setempat atas
starus kepemilikan kendaraan bermotor;

Memberi catatan seperlunya pada lembar tanda terima dan status
kendaraan atas kebenaran obyek dan subyek pajak;

Melakukan entry data status kendaraan bermotor ke dalam aplikasi
penanganan piutang berdasarkan hasil Klarifikasi dan penelitian setempat
vang tertuang dalam tanda terima penyampaian STPD/ SP-1/SP-2;
Menverahkan lembar pertama daftar penvampaian STPD/SP-1/SP-2 ke
Bendahara Pengeluaran Pembantu;

‘Menverahkan lembar pertama tanda terima dan pendataan status
Lendaraan  bermotor  (STPD.01/SP-1.01/SP-2.02) ke Bendahara

Pengeluaran Pembantuy,

‘Menverahkan lembar kedua daftar penyampaian STPD/SP-1/SP-2 ke Seksi

Pembavaran dan Penagihan/ Subbag TU UPTB;

Menverahkan lembar kedua tanda terima dan pendataan status kendaraan
ermotor  (STPD.O1/SP-1.01/SP-2.02) ke ~ Seksi Pembayaran dan
enagihan, Subbag TU UPTB.

e Ron

‘Menverahkan lembar kedua STPD/SP-1/SP-2 beserta lampiran dokumen

pendukung apabila tersedia dokumen/bukti pendukung atas status
kepemilikan kendaraan bermotor ke Seksi Pembayaran dan Penagihan/
Subbag TU UPTB;

_Penagihan pajak secara _ aktif kepada Wajib Pajak  melalui

himbauan/mengingatkan melalui telepon atau melakukan kunjungan
berulang.

C. Subbag TU UPTD.

1.

2.

Menerima dan mengarsip lembar kedua blangko STPD/SP-1/SP-2/SP-3,
diurutkan sesuai dengan tanggal penerbitan;

Menerima dan mengarsip tanda terima penyampaian STPD/SP-1/ SP-
2 dan pendataan status kendaraan bermotor yan telah ditandatangani
Wajib Pajak/Keluarga atau pihak lain yang mengetahui sebagai bukti telah
menerima STPD/SP-1/SP-2, beserta dokumen pendukung pendataan dan
penelitian setempat, diurutkan sesuai dengan tanggal penerbitan.

-ndzhara Pengeluaran Pembantu.

Menerima lembar pertama daftar penyampaian STPD/SP-1/SP-2 ke
Bendanara Pengeluaran Pembantu;

Menerima lembar pertama tanda terima dan pendataan status kendaraan

bermotor  (STPD.O1/ SP-1.01/8P-2.02) ke Bendahara Pengeluaran

II:CII'IDa‘ﬂtu. dan mengarsip sesual dengan tanggal pertanggungjawaban
euangan.

III. Ketentuan Lain-lain

Kepala UPTD bertanggungjawab atas kebenaran status kepemilikan kendaraan
bermotor berdasarkan data dari dokumen pendukung.

#os
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AN GUBRNUR ACEH
TAHI'N 2018

1A ZU1d
NG PETUNJURK PELAKSANAAN
{AN PAJAR ACFH.-cozomooooe--

N SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
UNTUK PAJAK TERUTANG YANG DIHITUNG
- SECARA JABATAN (SKPDTJ)
PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
Nomor Polisi Registrasi Nomor Kohir
Nama Pemilik : Tgl. Ditetapkan
Alamat Pemilik :
Desa KNelurahan
Neacamatan
\Mera Kendaraan
[ahun Buat CC .
imai r\ }\% : Pokok PKB : Rp.
\ ama Kendaraan : Sl . Rp.

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 3 hari sejak tanggal ditetapkan
apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk
paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak:

Keterangan :
! Jumlah Pajak tersebut diatas belum

T:n_r..lsuk _ Bm.\na_ 7 -ﬂministrasi STNK, a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
TNKB dan SWDKLLJ Pembayaran KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
dilakukan pada kantor Bersama KAB/KOTA.......

SAMSAT Jalan

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

(SKPD)
No.
) . - STATUS KENDARAAN
:'\\ i Nomor R > 2151rasy - LAPOR JUAL
S — RUSAK
SAmiay A : — HILANG
\ Aohir Skum : - KECELAKAAN LAKA
[anggal Penerbitan : = ALAMAT TIDAK JELAS
Nomor . = [ SR
¢lp. Rumah Hp Kantor
Tgl. Diterima Dikembalikan
WAJIB PAJAK/ KUASA PETUGAS DINAS LUAR
...................................... ) (ererrmrreeeiee e

Neterangan © bila WP 1dk ada di tempat’ pindah alamat yg menandatangani WP adalah minimal kepala
lorong dusun dan distempel

%ﬁ DATA WARED 2018, FERATUKAN, MARET




PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

KABUPATEN / KOTA ..cocscnsnncnesasnssrosnnosans
Jalan ..........
N\ omor
Perihal SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Kepada Yth
Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Nomor : ....... Tertanggal :........ dan catatan
pembukuan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, bahwa Saudara belum melunasi PKB/BBNKB atas
cendaraan Bermotor :
Nomor Polisi : Tahun Buat / CC
Nama Pemilik: Warna
Merk  Model : Plat Dasar
Jenis Pungutan Pokok I Sanksi / Denda Jumlah
1. Tunggakan Pajak Tahun Lalu (........... Th)
PKB R sovisesssaoansonsimas [ B ucmimonsmmmaga £ T —
BBNKB R osincvsesssassasss Rp v . 20 TN
2 Tl;.;;g;nar. Tahun Bernjalan
PRB Rpises — Rpicecsvecssmssnasnaosns Rpiscisissmveserscssses
~ BB\KB RP ccooovvcorereininnn RP oo | RD coovooeevieeeie
- Jumlah Yang Harus Dibayar | Rp oo
Dencan no diminia agar Saudara melunasinya selambat-lambatnya pada tanggal ......................... di
SAMSAT
‘pacia udak aipsnuhi akan dikenakan sanksi/denca administratif berupa Kepala UPTD Kab./Kota ..........
2en2z enamoatl Dayar sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan
sejax saa! lerulangnya pajak. (Qanun Acen No. 2 Tanun 2012 pasal 51 ayat 2)
2 .Jmian Fajax terseout diatas belum termasuk Biaya Administrasi STNK, TNKB
damSWOKLLS. 000 T T T ssamseasmssessessasaeasesis
NIP.
TANDA TERIMA STPD DAN PENDATAAN STATUS KENDARAAN BERMOTOR STPD (STPD.01
o I ——
Nomor Polisi STATUS KEPEMILIKAN KENDARAAN.
Nama — Dimiliki ~ Meninggal
Jamat _ Dicabut Registrasi — Rusak Berat
~ Menutup Usaha / Pailit
| — Tidak Diketahui Alamat
Nomr Terakhir/Dijual/Sebab Lain .......................
nor Telp. Rur HP Kantor
Ditennma ggal e
VAIIB PAJAK KUASA PETUGAS

....................................................................................

ATE DDATA WAKED /2018, PERATURAN, MARETY
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PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
KABUPATEN  KOTA ..o,

NOMOF & e
Perihal SURAT PERINGATAN KE-1 (SP-1) Kepada Yth.
Berdasarkan Surat Peringatan Kedua (SP-1) Nomor ......... tertanggal ............... , bahwa sampai
dengan berakhimya masa pembayaran, Saudara belum melunasi PKB/BBNKB :
Nomor Polisi : Tahun Buat/ CC
Nama Pemilik Warna
Merk  Model Plat Dasar
Dergan perincian pajak terutang pada STPD dan catatan pembukuan Piutang Pajak Kendaraan
Bernowr dengan perincian sebagai berikut :
~ Jenis Pungutan Pokok Sanksi/ Denda Jumlah
| unggakan Pajak Tahun Lalu (......... Th)
PRB RP covvorrrenrrienninns RP covovverreirieenens [T
BBNKB Rp v j Rp oo Rp i
2. Tunggakan Tahun Berjalan
PKB B sccamonisonnsa RP isissnmsisaonne R csiusosmsmmmpansins
BBNKB Rpiccvnmsmusinns Rpccsivnssssmsnne 1 R
Jumlah Yang Harus Dibayar RpP oo
Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya selambat-lambatnya pada tanggal ...........cccocconnenn. di
SAMSAT e
Apaniz u2ak Jipenuhl akan dikenakan sanksi/denda administratif berupa Kepala UPTD Kab./Kota ..........
J8n0z lgramoal Dayar sepesar 2% seuap pulan untuk paling lama 15 bulan
Sz 3« 82zl 1=rLiaronya pajak (Qanun Acen No. 2 Tanun 2012 pasal 51 ayat 2)
z _T 20 Pz as terasoll giatas oelum termasux Biaya Aaministrasi STNK, TNKB
NIP.

TANDA TERIMA SP-1 DAN PENDATAAN STATUS KENDARAAN BERMOTOR (SP-1.01)

Nomor ;

Nomor Polist

No. Kohir :
Nomor Telp. Rumah 'HP/Kantor :
Diterima tanggal :

WAIJIB PAJTAK ' KUASA

é JATA WARED 20

& FEKAIUKAN MAKE!

STATUS KEPEMILIKAN KENDARAAN.

~ Dimiliki ~ Meninggal

_ Dicabut Registrasi — Rusak Berat

~ Menutup Usaha / Pailit

_ Tidak Diketahui Alamat
Terakhir/Dijual/Sebab Lain .......................

PETUGAS

...........................................................



PEMERINTAH ACEH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jin. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046

BANDA ACEH 23125

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor

Berdasaraan ketentuan yvang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Pemerintah Aceh Nomor......

N oy
Clildls

\ v~ Raatary
\NOIMOr Kedlsirasl

Nama Penanggung Pajak  Wajib Pajak

A\ o ]
3 3
viailial

Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp. ..ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing,

2nurut perincian szbagai berikut :

2 Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa. dengan ini diperintahkan kepada :

" No Jenis Tahun Nomor & Tanggal SKPD/SKPDKB/ | Tanggal jatuh Masa Jumlah |
Pajak Pajak SKPDKBT tempo Pajak Tunggakan
pembayaran Pajak
(Rp.)
1 2 3 - 5 6 7
- Jumlah Rp
.......................................................... )
d tangyal.. bulan tahun 20.............
Ty .. | Ta—

%ﬂ DATA WARED/2018,FERATURAN, MARET
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PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jin. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046

" PANCACITA BANDA ACEH 23125

SURAT PAKSA

Nomor: ........coo...s

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BPKA

Menimbang Bahwa
Nama Wajib Pajak Penanggung Jawab
Alamart Registrasi
Jenis Merk Type
[anun Pembuatan CC

\ ¢

venungeak pajax sebagaimana tercantum di bawah ini:

No  Jenis pajuk  Tahun pajak Nomor dan tanggal Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
T SKP/SKPDKB/SKPDKBT

Jumlah Rp.
TRrbHAnR I s uvmomvasin s s s s T i b e nss easstsasstans )

Dengan ini :

{emerintahkan penanggung pajak/wajib pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke
xantor bersama SAMSAT terdekat, ditambah dengan biaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat
sesudah pemberitahuan surat paksa ini

. Memernintahkan kepada jurusita pajak yang melaksanakan surat paksa ini atau jurusita pajak lain yang
ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan surat paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang
miik penanggung pajak wajib pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat ham surat

Daxsa Ini 1idak di penuni,

Perhatian SRTCRU—s. |
Pifl: harus dilanss,. dak akty 2x 2
‘an harls diunast dalam “i}‘u‘_ -xX 24 a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
am setelah menenma Surat Paksa ini Kepala UPTB ..........oven.

~esudah  batas wakitu i, tindakan
eraginan Pajak akan dilanjutkan dengan
penyitaan NIP

.........................................

& bowamlA WANLD ZUIE FernAIURAN MARET



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jin. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046

BANDA ACEH 23125

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

art  in tanggal..........bulan.......... tahun....os.. atas pemintaaan kepada kepala Badan
Lwar Reuanzan Aceh. sava. Jurusita Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bertempat

Py Qs
\{emberitahukan dengan resmu,
Kepada Saudara.........cccoeenennens bertempat tinggal di.......berkedudukan sebagai Penanggung Pajak/ Wajib
Pajak Nomor Registrasi’ Nomor Polisi......... dan Surat Paksa nomor.......tertanggal......dan saya, Jurusita

Pajak Daerah. berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada penanggung pajak supaya
dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam. memenuhi isi surat paksa dan oleh karena itu harus
melunasi utang pajak.... ke Kantor Bersama........... SAMSAT.......... sebesar Rp.......... fiwasssunsonasernnssennsanns )
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya
<elanjuinva. dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik
\ane berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan di jual di muak umum/dijual
sngsung administrasi berupa bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan.

._rzt paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan dan lelang.

Savsurusia padk. telah menyerahkan salinan surat paksa ini kepada penanggung pajak/wajib pajak, dan
<ava lakukan di tempat tinggal kedudukan orang pribadi’/badan yang menanggung pajak.

Penverahan salinan surat paksa dilakukan kepada ... bertempat di .......coceerinnenn disebabkan
Y ang menerima salinan surat paksa Jurusita Pajak Daerah
Hatan Nip

1w a pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biava hanan jurusita pajak R cosseenseoncariossy
Biava perjalanan Rl semnesnsasimaats

1 Ripcsapamsinesaniss
4

H
=5 -
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PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jin. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046

— _—

— ) BANDA ACEH 23125

" PANCACITA |

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Nomor:...........

. Nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak S
Alamt Tempat Tinggi :
Nomor Registrasi Nopol
Jenis Mark/ Type
Tahun Pembuatan/CC

Pelaksanaan
Penverahan salinan Surat Paksa dilaksanakan ...............

-

2 Berita acarz pelaksanaan Surat Paksa terlampir

AN Pajaa S'Cb.:‘—__‘.il
T . Jumlah pajak yang " Jumlah pajak masih harus di bayar
o i ngl Jumlah telah di bavar \
Jenis Tzhun e 5 ge pajak yang Menurut Surat Paksa Menurut Menurut Menurut
- ~ SKPD/ SKPDKB! Qi =2 S %
pajak pajak SKPDKBT harus di Wajib Surat Wajib
bayar Pajak Paksa Pajak

1T Data mengenai tunggakan pajak dan objek sita Penanggung Pajak/Wajib Pajak.

A. Pengajuan penyelesaian surat keberatan

. Nomor dan tanggal P Penyelesaian surat keberatan
L ] SKPD SKPDKB/SKP kebertai Tanggal | Diterima/ [ Tunggakan
sl DKBT ditolak pajak
T
B. Objek sita
1. Jenis Barang Bergerak Terletak Taksiran Harga



Y

2. Jems Barang Tidak Begerak : Terletak

[\ Kesimpulan Jurusita Pajak :

Mengetahui
Kepala Seksi
Pembavaran dan penagihan

“ WARED 2000 PERALUNAN MARET

Taksiran Harga

Jurusita Pajak,

cccccc

.....................
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SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
Nomor

na Penanggung Pajak Wajib Pajak.

ama P2nanzgung Pajak Wajib Pajak :

N iae -
Alamat Tempat Tinggal
Nomor Registrasi

JenisMerk Type
Tahun Pembuatan' CC

I'elah Dilakukan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa NOmOT ........ccccciviniinininiiinicniniiincnenesecnnn
Tanggal.........Namun Hingga Saat Ini Belum Juga Melunasi Jumlah Pajak Yang Masih Harus
Dibavarnva. Maka Sesuai Dengan Ketentuan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penagihan Pajak
Aceh. Dengan Ini Diperintahkan Kepada :

a Pajak Aceh
Anih 1. ilzan barang-barang (Barang Bergerak dan atau Barang Tidak Bergerak) memilik
soung Paiak o vang berada ditempat Penanggung Pajak/Wajib Pajak maupun yang berada di

aon agar deasusan bersama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah
o oncapal usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.
Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam wakw paling lambat.............. Hari setelah

pelaksanaan penyitaan.

.......................................... 2Wess
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Kepala UPTB o.oouvese ssom
\'IP ....................................

-
AL
Yaw T CATA WAHID 2018, PERAWRAN, MARET
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. 5—(~v —
PANCACITA

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

L1 (s

Pada hari ini....1anggal......... 5171 T tahun.........cc..... atas kekuatan surat perintah melakuakn
cenvitaan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dearah.......cocovviiiiniiiiiinnns NOMOr  vevvevrnnnn tanggal
... vanyg oertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh daalm hal ini memilih domisili di
ntor Unit Pelaksania Teknis Daerah BPKA .................... berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan
EARFPAl. e SAOMABT: covencs cvsnss vang telah diberitahukan dengan resmi kepada penanggung pajak/wajib
paiax vang akan disebut di bawah ini. Maka saya. JUrusita.........eceeeeneinennns dengan dibantu 2 (dua) orang
sans: Waroa Negara Indonesia. vang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan

PEREIJAAN. ...cciivevimmimviviomivininis

L m— pekerjaan..........cccocovieiennns

I'¢lzh datang di rumah tempat kegiatan usaha/perusahaan/Penanggung Pajak/Wajib Pajak :

Nama Fm..h;_'um_ Pajak 'Wajib Pajak
Alamat terupat tinggi :
Nomor I’CLL\ trasi

Jenis merk npe

Tahun pembuatan/CC

Untuk melaksanakan perintah penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Penanggung Pajak/Wajib
Pajak karena vang bersangkutan masih menunggak pajak:

No  Jenis m.: Tahun Pajak Nomor dan tanggal Jumlah tunggakan pajak (Rp)
SKPD SKPDKB SKPDKBT

S.rat perintah melaksanakan penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:
« Penyvuaan dapar Jilaksanakan dengan rician barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut:
Jenis barany bergerak terletak di : taksiran harga

2. Jenis barang tidak bergerak terletak di : taksiran harga

7

oy . .
CdpR LATA WARED 2018 PEKATIRAN. MARED



« penyiaar tidak dazpat dilaksanakan Karena :

.................................................................................................................................

Kepada penanggung pajak/wajib pajak dijelaskan bahwa :

1. utang pajak dan biava penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah
dilaksanakan penvitaan dan setelah batas waktu itu akn diajukan permintaan kepada kantor
lelang untuk melelang barang vang telah disita :

2 barane vang telah disita tersebut akan dijua dimuka umum dengan perantara kantor lelang. Pada

rangyes! can di tempat vang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.
_-t.en menvimpanan  barang-barang  yang  telah  disita, saya Jurusita  pajak
..vang bertempat tinggal di.......ccooooviveiinirinnes sebagai penyimpanan dan untuk

convimpar terenn menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima
herurukan 1Tupentn Lhan sebagai penyimpan itu dialakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula
‘nandatangani Berita Acara dan salinan- salinan.
Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada menyimpan barang dan penanggung pajak/wajit
pajak.

Penanggung pajak 'wajib pajak. jurusita pajak
NIP
Penvimpan saksi
.................... O
B TR
31aya penagiian pajak vaitu
biay 2 har an Jurusita Pajak dan saksi L3 s INPR—
viava per-alanarn Rp.ooieiiiin
jumlah Rp......cccnee.

(telah belum ) dilunas:

4,-'5 D&"A WAKED 2018/ FERATURAN MARET



Nomor
Lapiran
Ha

<zpada Yth.

PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jin. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046
BANDA ACEH 23125

. 1 {satu) set
- Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita

r. | Penanggung Pajak Wajib Pajak).........

o

/

’ﬁ'u DATA WAHZD €

sama ini kami sampaikan Kepada saudara salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita :

sanaan sitanva telah dilakukan pada tanggal.............. £ 11011 (S

uiaian disampaikan. untuk dimaklumi.

covrenmsresesirasiassessesessseraseres 20uennes
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Kepala UPTB .cicviiennsnesassesnorsones
T T

E PERATURAN MARET
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f U111 o PR ——— | | M-
\amaor TortleleB. terml
-ampiran 1 (satu) set
*erihal : Pemindahan Harta Kekayaan

Penanggung Pajak Untuk Melunasi
LUtang Pajak Dan Biaya Penagihan
Pajak.

Kepada Yth.

Sdr. Direktur Pimpinan Bank...

e . .dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diminta
3a . memindahkan harta kekavaan Penanggung Pajak 'Wajib Pajak atas nama.
: Fenangy '2iax Wajlb Pajak

mor Ragistrasi
Jenis Merk Type
Tahun Pembuaian CC

s¢jumlah yvang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor :............... tanggal......... ke Kas
Daerah. Terlampir kami sampaikan.......... atas nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak tersebut untuk bukti

pemindahbukuan.
Demikian disampaikan. atas bantuan dan kerja sama saudara kami ucapkan terima kasih.

T TSSO URUNRRIN: .. | NESER
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Kapala. UPTD: i voesswsans sosss snomiss
L
Sdr....ipenanggung pajak wajib pajak)................

-'-’ﬁ' D 2ATA wANED 2018 PERATURAN MARET



Nomor o awsans
Lampiran 1 (satu) set
Periha | . Pelunasan Utang Pajak dan Biaya

Penagihan Pajak Menggunakan Harta
ckayaan Yang Tersimpan di Bank Yang

TelahDisita,..oooeiniiiiiiiieieeieeeneene.

KN2pada vth
2nala Unit Pelaksana Teknis Daerah ................
Sehubungan unit Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor f.....ini tanggal .. o
nersama i kam: sampaikan permohonan untuk melunasi utang pajak dan bla\a penaglhan pajal\ dengan
menggunakan Aeka) aaan vang tersimpan di Bank vang telah disita.yaitu atas nama.

Nama

NPWP

Alamat

Nomor

Nomor Rekening:

Sehesar 2 U R SN N el T )

o7 ampir kami sampaikan bukti surat setoran paajk yang telah kami tandatangani.
Demikian disampaikan dan selanjutnya mohon pemblokiran yang telah dialkuakn untuk tersebut

Pemohon

% DATA wAnED 2018 FERATURAN, MARET
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DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS
BARANG BERGERAK/ BARANG TIDAK BEGERAK,

NOMOR :
TANGGAL :

BARANG InI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA

BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA
MEMINDAHTANGANKAN MEMINDAHKAN HAK/ MEMINJAMKAN/ MERUSAK
BARANG INL DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KETENTUAN UMUM HUKUM

PIDANA (KUHP). DENGAN ACAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA LAMANYA 4 (EMPAT)
TAHUN,

Jurusita Pajak,

'ﬁ/_ “ATA WARED 2013 PeRa URAN MAKRET
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'
!_1 R e
oy RANCACITA

\.\f’:‘ C
e 1 Pemblokiran Atas Rekening Etek Yang Tersimpan Pada Kastodian.
Badan Erer vang Tersimpan pada Kastodian.

\.sdal dengan ketentuan pasal (4) Peraturan Pemerintahan Nomor 135 Tahun 2000 dengan ini diminta
pantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran Rekening Efek, atas nama :

Nama Penanggung Pajak ‘Wajib Pajak *) :.....cccieiiiinninn,

o, o - T

n udak melunasi utang dan kepada Penanggung Pajak/Wajib Pajak*) tersebut
- Paksa NOMOT..cuinasisssssanns tanggal........ocuvee. Berita Acara NOmor.......cccocvvveennen.
Jemixiar .ntuan dan kerja sama yang baik diusapkan terima kasih.

.. | I
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Kepala UPTD .....ccccvvvvvvininnenn.

o U UaiA WAHSL 2018, PERATURAN, MARET
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LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

INOIIOT 3 i v« v wswsive s smasissaie waisns

Daftar rincian barang yang disita dari Penangggung Pajak/Wajib Pajak
Nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak
Alamat Tempat Tinggal
Nomor Registrasi
Jenis Merk Type
Tahun Pembuara/'CC

i. Barang Bergerak

g N
NG LGl D e

] s¢jeénisnyva

NC Jenis kendaraan Nomor Tahun Nomor Merk/type | Taksiran | keterangan
N ~ palisi  pembuatan  rangka harga
Dst ST )
Jumlah

erhiasan Emas. Permata.dan sejenisnya
No e

nis perhiasan

banyaknya Taksiran harga pasar Jumlah keterangan
e bl (Rp)
l
" Jomlah Rp
LUang Tunai
No Jenis mata uang Pecahan Jumlah lembar | Jumlah (Rp) keterangan
i‘._ - n Lo | |
oL B [otal i | ]
i Resxavzan Yang Tersimpan Di Bank (Deposito Berjangka. Tabungan, Saldo Rekening
an oentuk lainnyva vang dipersamakan dengan itu)
W _ Jem ___:— Nomor rekening Mata uang Jumlah(Rp) keterangan
|
B 1
i P I
Total
;QUBE R ACEH,}\/
; %
/IRWANDI YUSUF
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LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
NURBE | Loedbsenassirrmetes s

Dafftar rincian barang yang disita dari Penangggung Pajak/Wajib Pajak :
Nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak
Alamat/Tempat Tinggal
Nomor Registrasi
Jenis/Merk/Type

Tahun Pembuatan/CC
I. Barang Bergerak

1. Kendaraan dan sejenisnya

No | Jenis kendaraan Nomor Tahun Nomor | Merk/type | Taksiran | keterangan
polisi | pembuatan | rangka harga
1
2
Dst
Jumlah
2. Perhiasan Emas, Permata,dan sejenisnya
No | Jenis perhiasan banyaknya | Taksiran harga pasar Jumlah keterangan
(Rp)
1
2
dst
Jumlah Rp
3. Uang Tunai
No | Jenis mata uang Pecahan Jumlah lembar Jumlah (Rp) keterangan
1
2
dst
Total

4. Harta Kekayaan Yang Tersimpan Di Bank (Deposito Berjangka, Tabungan, Saldo Rekening

Koran,Giro,atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu)

No Jenis Nomor rekening Mata uang Jumlah(Rp) keterangan
1
2
dst
Total

.QWD.DAIA WAHED/2018/PERATURAN/MARET



